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PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN DANA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA STUDI DESA TEBING TINGGI KAB SERGAI

Mubhlizar
NIDN. 0111088802
Dosen Tetap Yayasn Fakultas Hukum UNIVA Medan

Abstract: From accommodating the principle of participation, Law No. 6 of 2014
accommodates various forms of community participation in various matters
concerning the village and village government. The existence of such
accommodation is carried out to change the meaning of participation which has so
far been considered as a process of community mobilization for the sake of
development in the name of "voluntary sacrifice for the sake of the nation and state".
Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget
intended for villages that are transferred through the Regency / City Village
Revenue and Expenditure budget and are used to finance government
administration, development implementation, community development and
community empowerment.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Undang-Undang

A. Latarbelakang

Keberadaan desa merupakan cerminan utama berhasilnya atau tidaknya
pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan berdemokrasi di daerah. Hal ini
dibutuhkannya peran serta masyarakat desa supaya tewujudnya kehidupan dan
pemerintahan yang demokratis.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan
masyarakat setempat berdasakan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional
yang diakui dan dihormti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia’. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta
memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Desa di pimpin oleh seorang kepala
desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub  system  dari
peyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pedapatan Dan Belanja
Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan

! Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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masyarakat.” Untuk pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan diatasnya, yaitu pemerintahan
Kabupaten/Kota. BPD mempuyai peran yang sangat strategis dalam mengawal dan
pegel olaan dana desa agar tidak disalahgunakan dan selewengkan sehingga menjadi tidak
berjalan sebagaimana metinya.

Secara formal manfaat dana desa juga tampak salah satunya dari fenomena terus
tumbuhnya gerak ekonomi masyarakat desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam beberapa tahun terakhir juimah BUMDes meningkat tagjam pada awahya 1.022
unit dan saat ni sudah mencapai 18.466 unit.® Kare itu masyarakat tidk boleh lagi cuek,
apalagi tidak tahu adanya transfer dana desa untuk pembangunan dan mendorong
masyarakat maju dan mandiri secra ekonomi. Kian tingginya komitmen pemerintah
dalam pembangunan pedesaan harus dibarengi dengan demokrasi desa tanpa kecuali,
transparan dan peran aktif serta masyarakat dalam pengawasn dan pengendalian
peruntukan dana desa sangat diperlukan saat ini. Jangan sampai terjadi penyelewengan
karena bagaimana pun dana desa tersebut adalah milik masyarakat desa, untuk
masyarakat desa dan pada akhirnya dari desa pembanguan nasiona Indonesia yang maju
dan modern dimulai dan bertumpu.

Kesesuaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa sangat
penting karena akan memperngaruhi terlaksananya pemenrintahan daerah khususnya
desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa harus sesua dengan peraturan yang berlaku,
dan kenyataan masih ada Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap
peraturan yang berlaku. Maka partisipas masyarakat merupakan salah satu factor yang
mempengaruhi  keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan
masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembanguan
desayang sesuai dengan kebutuhan desaitu sendiri.

Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu penguatan yang harus di
tempuh dalam kerangka pembaharuan bagi desa itu sendiri. Saah satu faktor utama
dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak tinggkat partisipas
masyarakat setempat. Partisipasi masyakarat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam
pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan
dalam mengidentifikas masalah dan potenss yang ada di masyarakat, maka tanpa

% Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

® Kompasiana, Beyound Blogging, Tahun 2018, www.kompasiana.com, dikases pada 15
Maret 2018. Pukul 20.45 wib
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partisipasi masyarakat di setiap kegiatan pembanguan akan gagal.* Demikian juga halnya
terkait partisipas masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa,
keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengel olaannya bias |ebih tepat sasaran dan
manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan rill dari masyarakat, yang di atur
dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yng sudah mengatur tentang sebagaimana
mengelola dan penggunaan dana desa.”

Sesuai otonom yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa memilki
pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur rumah tangga dan
pemerintahan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014
Tetang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tantang Prioritas Penggunaan Dana
Desa, penggunaan dana desa yng bersumber dari Anggarn Pendapatn dan Belanjaa
Negara (APBN) untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi, sgjalan dengan pencapaian
target Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPIJM) dan Rencana K erja Pemerintahan
(RKP) desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :°
a. Peningkatan kulitas prose perencanan desa;

b. Mendukung kegitaana ekonomi baik yang dikembangakan oleh BUMDes maupun
oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;

d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat desa

e. Peyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

f.  Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa Dan
Hutan Kemasyarakatan

g. Penigkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Tanpa partisipas masyarakat terhadap setiap kegiatan pembagunan akan gagal,
adapun bentuk pasrtisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemapuan setiap orang yang

terlibat langsung maupun dalam sebuah pembanguan dangan cara melibatkan mereka

* Satria Mentari Tumbel, Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa, Yogyakarta
: Nusa Medika, 2018 HIm 2.

®> UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah, Junjungan Publik , HIm 34

® Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Priorits Penggunan Dana Desa
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dalam pengambaln keputusan dan kegiatan selanjudnya. Partisipasi masyarakat desa
tebing relatif bervarias baik segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya.

Miminya pengetahuan masyarakat desa tehadap dana desa tentang bagaimana
mekanisme prosedur dalam penyaluran dana desa tersebut dan serta apa yang bisa
dilakukan oleh mayarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya melalui dana
desadan itu salah satu faktor pendukung bagi penulis untuk mengngakat judul ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa menurut peraturan perudang-undangan
dan bagaimana peran masyarakat terhadap pengawasan dana desa di Desa Tebing Tinggi
Kab, sergai.

C. Metode Pendlitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang
hendak mengkaji atau menganalisis mekanisme penyaluran dana desa dan bentuk-bentuk
partisipas masyarakat yang diatur dalam Undang-undang, Sedangkan pendekatan
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan perundang-
undangan (statute-approach), yaitu dengan menelaah dan menganaisis berbagai aturan
hukum atau peraturan perundang- undangan’ yang berkaitan dengan Desa yang
mencakup pemerintahan dan aspek-aspek lain dalam desa. Kemudian, pendekatan konsep
(conseptual ap- proach), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep
otonomi desa dan tentu sgja partisipas masyarakat desa, serta pendekatan segjarah
(historical approach), yakni dengan menelusuri kerangka sejarah hukum dari waktu ke
waktu.?

D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Desa

Pengertian Desa telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014
bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, him 96
8 Ibid., him 126
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai mana pengertian fungsi desa adal ah sebagai berikut:

a.  Desasebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)

b. Desamerupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

c. Desamerupakan mitra bagi pembangunan kota

d. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di  wilayah Kesatuan Negara
Republik Indonesia
Adapun ciri-ciri masyarakat Desaialah:’

a.  Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan
keagamaan di desa.

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus
bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan
atau individu.

c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai
batas-batas yang nyata.

d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak
diperoleh warga kota dari pada warga desa.

e. Interaks yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan
daripadafaktor pribadi.

f.  Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar
kebutuhan individu.

g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota
biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa
dan kondis sosia budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa
penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari
satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat
masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya
diiss dari pegawa negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan,
kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan

° A.W. Widjaya, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Rgja
Grafindo, 2005, HIm. 3
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untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa terdiri atas Desa dan Desa adat. Desa
mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen

2. Pengertian dan Tujuan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa
dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggara Pendapata dan Belanja Negara
(APBN), yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melaaui APBN
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembanguan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 6 disebutkan
bahwa dana desa tersebut ditransfer melalaui APBN Kabupaten/Kota ke APBDesa.
Forkus penting dari penyaluran dana ini lebi terkait pda implementasi pengalokasisn
dana desa agar bias sempurna gagasan parainisiatornya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar
tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan
Pemerintahan Desa. Untuk dapat memutuskan hubungan keuangan yang sesuai maka
diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa.
Artinya anggaran pemerintahan yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya untuk
fasilitas pembanguan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil

dalam format pemerintahan.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan ppembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam peyeenggaraan
pemeritahan dan pembanguanan dana desa dalam segala aspeknya sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat
kepada pemeritah untuk mengal okasikan dana desa. Dari |landasan dasar yag disebutkan
maka dana desa mempuyai tujuan sebagai berikut :

1. Eninkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembanguanan

dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
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2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secaa partisipatif sesuai dengan
potensi desa;

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat desa;

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Intinya program alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembanguan desa

dengan alokasi dana yang dikelolalangsung oleh masyarakat.™

3. Pengertian Masyar akat

Pengertian masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang
hidup bersama. lIstilah masyarakat berasal dari bahasa arab dengan kata “Syaraka”
syarakayang artinyaikut serta (berpartisipasi).

Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubngan antar entitas-
entitas. Msyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu
sama lain. Umunya istilah masyarakat digunkan untuk mengacu sekelompok orn yan

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

E. Pembahasan

Salah satu aspek penting dalam pel aksanaan dana desa adalah penyaluran
dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan
hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa
tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/K ota sesuai dengan
kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan
capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan
beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa
sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait
penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

19 Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Adli, Bulat Dan Unik (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2003, HIm.3
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Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) merupakan tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan
oleh menteri selaku bendahara umum Negara untuk menampung seleruh penerimaan
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral ke RKUD.

Y ang sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat 1 kemudian di terangkan lagi prosentasenya
pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan
dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat tujuh hari dari rekening RKUD ke
RKD pada setiap tahap. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap | padabulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2.  Tahap Il padabulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
3. Tahap Il pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksakan
oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai
APBDes kepada Bupati/Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret.

Laporan redlisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat
penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap | tahun anggaran berikutya dengan
format yag dilampirkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluas
Dana Desa Untuk mengenai pemahaman pengelolaan dana desa di desa
menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku
kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah
keseluruhan yang meliputi perencanan, pegangaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.'’ Dari
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yag dimaksud denga pengelolaan adalah suatu
angkaian kegiatan yang berisikan perencaanan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memamfaatkan sumberdaya alam yang
dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yag telah ditentukan.

Keuangan desa merupakan faktor yang esensial karena dalam penyelenggaraan
urusan rumah tangganya sendri dibutuhkan adanya dana atau uang. Untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi daam pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Permendagri

1 Arif Muhammad, Tata Cara Pengelolaan Keugan Dana Desa dan Pengelolaan
Kekayaan Desa, Pekanbaru: Red Post Press, 2003, him. 32
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Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri
Keuagan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dalam Bab IV tetang penggunaan
dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 dalam hal ini maka diperlukan asas atau prinsip
yang harus di jadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah
sebagai berikut:
Transparan
Akuntabel
Partisi patif

A W DN P

Tertib dan disiplin anggaran
Salah satu perbedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
adalah diakomodirnya partisipas masyarakat, yang mana merupakan ha baru dalam
pengaturan mengenai desa di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya asas
kebersamaan, demokrasi, dan khususnya partisipasi. Asas partisipasi, sebagai mana diatur
dalam Pasal 3 butir (j) Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 mempunyai pengertian
yakni “turut berperan aktif dalam suatu kegiatan™'?. Diakomodasinya asas kemudian
diwujudkan dalam tujuan pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasa 4.
Dalam Pasal 4 butir (d) misalnya disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa
dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adal ah *“untuk mendorong prakarsa, gerakan,
dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potens dan Aset Desa guna
kesgjahteraan bersama”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 butir (i) juga disebutkan bahwa
tujuan pengaturan desa adalah untuk “memperkuat masyarakat desa sebagai subjek
pembangunan” Perwujudan asas partisipasi tersebut juga terdapat dalam bagian hak dan
kewgjiban masyarakat desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat
desa sehingga mampu menunjang sebuah kesatuan masyarakat yang partisipatif.
Kemudian, sebagai tindak lanjut dari diakomodasinya asas partisipasi, Undang-
undang Nomor 6 tahun 2014 mengakomodasi berbagai bentuk partisipas masyarakat
daam berbagai hal yang menyangkut desa dan pemerintahan desa. Adanya
pengakomodiran tersebut dilakukan untuk mengubah makna partisipasi yang selama ini
lebih dianggap sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan

2 Lihat dalam Bagian Penjelasan Asas Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa
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pembangunan dengan mengatasnamakan “kesukarelaan berkorban demi bangsa dan
negara”."®
Tabel 1
Pasal-Pasal yang Mengakomodir Partisipas Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

Undang-Undang |Peraturan Pemerintah

. Bentuk
No. | Nomor 6 Tahun | Nomor 43 Tahun Is Pasal Partisigasi
2014 2014 —
1 |Pasd 8ayat(2) [Pasd 6 ayat (2) Egrrzl?e%?ﬁkgﬁ gnesa Voice
Partisipasi dalam
2 |Pasal 11 ayat (1) |Pasa 22 ayat (1) Perubahan Status Voice
Desa
Partisipasi dalam
Perubahan Status -
3 |Pasal 12 ayat (1) ] Kelurahan Menjadi Voice
Desa
4 |Pasal 18 i Partisipasi dalam _
Kewenangan Desa Voice

Partisipasi dalam
Pemilihan KepalaDesa| Voice
Partisipasi dalam
Musyawarah Desa Voice
Partisipasi dalam
7 |Pasal 69 Pasal 83 Pembentukan Peraturan
Desa
Partisipasi dalam
8 |Pasal 80 Pasal 116 Perencanaan Pem- Voice
bangunan Desa
Partisipasi dalam
9 |Pasal 81 Pasal 121 ayat (1) Pel aksanaan Akses
Pembangunan Desa
Partisipasi dalam
10 |Pasdl 82 Pasdl 121 ayat (5) | emantauandan Kontrol
Pengawasan
Pembangunan Desa
Partisipasi dalam
11 |Pasal 85 Pasal 123 Pembangunan Kawasan| Akses
Perdesaan

5 |Pasa 34 ayat (1) [Pasa 40

6 |Pasal 54 Pasal 80

Voice

Dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa telah mengakomodir berbagai bentuk partisipasi yang diwujudkan dalam

3 AAGN Ari Dwipayana & Sutoro Eko, M embangun Good Governance di Desa, IRE
Press, Y ogyakarta, 2003, hlm 105



berbagai Pasal di dalamnya. Partisipas tersebut antara lain berbentuk voice, akses, dan
kontrol terhadap berbagai aspek dalam sebuah desa, seperti partisipas dalam pembuatan
kebijakan desa, yang melalui proses musyawarah desa maupun yang tidak melalui proses
tersebut; kemudian juga partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan desa, dan partisipas
dalam pengawasan kebijakan desa tersebut.

Pengaturan dan pengakomodiran berbagai bentuk partisipas tersebut dilandas
adanya otonomi yang telah dimiliki desa sgjak dahulu. Dalam sidang pembahasan Naskah
Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 oleh BPUPKI, otonomi di desa tersebut,
sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota penyusun Naskah Undang-Undang Dasar
1945 yakni Muhammad Yamin. Yamin beranggapan bahwa badan-badan masyarakat
seperti desa merupakan susunan pemerintah yang paling bawah, yang ia sebut sebagai
perintah bawahan.** Lebih lanjut, Y amin juga menyatakan bahwa otonomi yang dimiliki
desa merupakan sebuah susunan persekutuan-persekutuan otonom yang mengagumkan
yang tidak rusak dan begitu kuat sehingga tidak dapat diruntuhkan oleh pengaruh Hindu,
pengaruh feodalisme, bahkan pengaruh Eropa yang menjajah Indonesia.*®

Sekitar 50 tahun kemudian, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 yang dilatarbelakangi peristiwa reformasi. Ketika terjadi proses amandemen
UUD 1945 tersebut, begitu banyak pihak yang terlibat dalam proses amandemen tersebut
yang membahas mengenai otonomi desa yang tertuang dalam Pasal 18 huruf (B). Pada
sebuah rapat yang diselenggarakan oleh Panitia ad hoc 1 BP MPR ke-18 pada 22
Februari 2000, Isbondroini dari AIPI menyatakan bahwa sudah perlu diberikan sebuah
bentuk otonomi kepada daerah dan desa, mengingat sentralisme yang telah
diterapkan dalam era pemerintahan Soekarno dan Soeharto sudah sebaiknya dirubah.'®
Selain dilandasi adanya otonomi desa, pengaturan partisipas dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 secara filosofis didasari sebuah alasan bahwa desa sebaiknya
harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan
menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

17

kemasyarakatan.”" Sedangkan secara sosiologis, bangsa Indonesia harus memulai

menerapkan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk

¥ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan
Prapanca, 1959, him 230
> Muhammad Y amin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, ibid, him 96
1% |sbodroini dalam Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamzla\p Konstitusi, Jakarta, 2010, him 1133
Ibid
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Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa.'® Selain adanya |andasan-
landasan penyusunan tersebut, sebuah peraturan perundang-undangan wajib untuk
mempunyai sebuah asas keelasan tujuan, yang berarti bahwa dalam pembentukan
perundang-undangan tersebut, harus mempunyai sebuah tujuan yang jelas yang hendak
dicapai.”® Hal tersebut juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, yang mana bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera®

Salah satu cara yang hendak digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa dalam mencapa tujuan tersebut adalah dengan mengakomodir
partisipas masyarakat dalam berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi
porsi besar bagi masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa mereka,
diantaranya adanya peran masyarakat dalam pemerintahan desa maupun dalam
pembangunan desa. Secara umum, tujuan dari diakomodirnya partisipasi masyarakat
sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (d) dan (i) Undang-undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa, memiliki pandangan yang sama dengan tujuan pengaturan mengenai
desa pada umumnya, yakni untuk mewujudkan kesgjahteraan bersama dalam masyarakat
desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan desa.

Namun yang terjadi di Desa Tebing Tinggi Kab. Sergai dalam hal pembangunan
dan pengelolaan dana desa masih minim terkait keterlibatan atau partisipas: masyarakat.
Hal ini berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan
dijalankan dengan menggunakan dana desa. Dalam hal ini tentu sgja akan mengkhianati
persyaratan dalam pengel olaan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor
23 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa serta undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggkat
partisipas masyarakat ddam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosidisas dari
pemerintah desa mengenai program dana desa tersebut, itu yng merupakan membuat

masyarakat kurang berpartisipasi.

18 .
Ibid
9 Lihat dalam Bagian Penjelasan Pasal 5 huruf (a) tentang Asas K ejelasan Tujuan dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2 | ihat pada Bagian Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa
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Selain itu faktor tinggkat pendidikan masyarakat desa tebing tinggi Kab. Sergai
masih tergolong rendah, sehingga masyarakat sulit memahami segala aktifitas yang
dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap
elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan-
tahapan proses pembangunan desa tebing tinggi Kab. Sergal sering mengalai tumpang
tindih, dalam artian jarang sekali rapat peremuan bersama warga bias terjadi langsung
untuk membahas beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan,
dan evaluasi.

Dari pengamatan penelitian terlihat di desa tebing tinggi Kab. Sergai ada beberapa
faktor yang menjadi penghambat masyarakat desa tebing tinggi ikutserta dan berpera
langsung dalama pengawasan dana desa yakni :

1. Faktor internal
2. Faktor external

a  Faktor interna

Faktor iternal mencakup karakteristk individu yang dapat mempengaruhi individu
tersebut untk berpatisipasi dlam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur,
tinggkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berkelompok. Setiap manusia memiliki
kemampuan berbeda-beda dalam menaggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan
setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan didengrnya, semua
tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan terantung minat serta
keinginan untuk mengetahuinya.
b. Faktor externa

Faktor external, meliputi hubungan yang terjdin antara pihak yang menjadi
stakeholder dengan partisispan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena patisipan akan
sukarela telibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakehorlder, jika sambutan diri
pihak stakeholder positip dan dianggap menguntungkan patisipan. Namun faktor external
yang terjadi di desa tebing tinggi Kab. Sergai kurangnya tinggkat intesitas interaksi yang
diartikan proses komunikasi kepala desa terhadap pastisipan. Dan tingkat tranparans
pemerintah desaa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan terdapat tanggunggjawab terhadap prosen pelaksanaan dan

penganggarannya.
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F. Penutup

Proses penyaluran dana desa di desa tebing tinggi Kab. Sergai seudah sesuai dengan
prosesdur perundang-undagan yang berlaku sesuai degan yyang diamanatkan oleh
undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun didesa tebing tinggi Kab.
Serga masih ada beberapa temuan dilapangan yang tidak sesuai dilakukan pemerintah
desa dengan tidak adanya transparans pengelolaan dana desa yang dilakukan pemereitah
desa, serta masih kurangnya melakukan musrembang (musyawarah perencanaan
pembangunan) yang mana kita ketahui bahwa hal tersebut sangat erat kaitannya dengan
peran masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam partisipan didesa tebing tinggi Kab.
Sergai masih minim dan hanya masih melibatkan pihak interen pemerintah desa sgja. Jika
kita merujuk dan menjalakan anmat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang telah mengakomodir berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh
masyarakat desa sebagai bentuk perbaikan dan pembaharuan atas beberapa peraturan
perun- dang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai desa. Berbagai bentuk
partisipas yang berbentuk voice, akses, maupun kontrol tersebut tersebar dalam berbagai
tahapan dalam partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yakni partisipasi dalam
tahapan pembuatan kebijakan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan kebijakan, dan
partisipas dalam tahap pengawasan atas sebuah kebijakan. Tujuan atas pengaturan
berbagai macam partisipass masyarakat yang telah diakomodir tersebut adalah untuk
menciptakan desa yang mandiri dan demokratis, yang ditunjang oleh masyarakat desa
yang berdaya dan kreatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi desa
dan masyarakatnya.
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